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ABSTRAK 
Suparman ( B 111 09 077 ) “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan” 
(Studi Kasus Putusan No. 169/Pid.B/2012/PN.WTP.). Dibimbing oleh 
Bapak.H.M.Said karim selaku pembimbing I, dan Bapak Amir ilyas selaku 
pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk 
mengetahui penerapan hukum materil dalam tindak pidana pembunuhan, dan 
yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku. 
 
Penelitian dilaksanakan di Bone, yaitu di Pengadilan Negeri Watampone dan 
Kejaksaan Negeri Watampone, dengan metode penelitian menggunakan 
teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian 
lapangan. 
 
Dari penelitian yang dilakukan, Penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, 
(1). dalam Putusan No. 169/Pid.B/2012/PN.WTP, Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan Dakwaan kombinasi, yaitu dakwaan kesatu ; Primair Pasal 
340 KUHP, subsidair Pasal 338  KUHP diantara unsur-unsur Pasal yang 
didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang dianggap terbukti 
secara sah dan meyakinkan adalah Supsidair Pasal 338 KUHP. Dimana, 
antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Dan menurut 
hemat Penulis penerapan hukum supsidair dalam kasus tersebut sudah 
sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. (2) dalam Putusan 
No. 169/Pid.B./2012/PN.WTP. Proses pengambilan keputusan yang 
dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan 
aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis 
sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang 
sah, dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim 
adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian 
mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini 
Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai 
bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang 
dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya 
terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan 
perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk 
mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak 
adanya alasan penghapusan pidana. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga 
setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas 
hidupnya harus  berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-
norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari 
kehidupan manusia karena hukum  merupakan aturan untuk mengatur 
tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum 
kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita 
ini.Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia  
Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan  
pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
Untuk mewujudkan keberadaan keadilan  di masyarakat. Hukum  tidak 
berdiri sendiri, maksudnya  hukum memiliki keterkaitan yang erat dan 
kehidupan masyarakat. Dalam kenyataan, perkembangan hukum yang 
berlaku dimasyarakat demikian pula sebaliknya. 
Lembaga penuntut umum seperti yang kita kenal sekarang berasal  
dari Bahasa Perancis, yang akhirnya oleh negara-negara lain diadopsi  
dalam perundang-undangan yang juga oleh Belanda memasukkannya 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 
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1848, menerapkannya di Indonesia.Dpalam perihal penuntutan ini juga di 
bahas tentang wewenang penuntut  umum, surat dakwaan,  bagaimana 
teknis penyusunan dakwaan,  perubahan surat dakwaan, penggabungan 
perkara,penghentian penuntutan,  dan penutupan perkara. Menurut  
Soedjono,D  ( Sudarsono:  1991  :113 ): “Tujuan hukum adalah untuk 
melindungi kepentingan itu. Jadi  hukum melindungi kepentingan individu 
dimasyrakat dan atau  bahkan  melindungi masyarakat secara 
keseluruhan.” 
Menurut Para ahli dan teori tersebut, tujuan hukum  dan atau  dalam 
garis besarnya, hukum ini mengabdi pada tujuan Negara yang  dalam 
pokoknya ialah mendatangkan kemakmurandan kebahagian pada  
rakyatnya,  demikian Subekti. Adapun Von Apeldoorn menegaskan  
bahwa  tujuan  hukum ialah: mengatur pergaulan hidup manusia secara  
damai. Teori etis, menyebutkan bahwa hukum itu semata-mata 
menghendaki keadilan. 
Pada dasarnya keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat  
sangat penting, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran 
hukum. Kesadaran hukum masyarakat memiliki tingkatan yang hanya  
dapat  dilihat dari indikatornya yang terdiri dari; pengetahuan hukum, 
pemahaman kaidah-kaidah hukum,sikap terhadap norma-norma hukum 
dan perilaku hukum. Urutan-urutan indikator tersebut menunjukkan  tinggi 
rendahnya, akantetapi kesadaran hukum masyarakat tidak melalui 
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tingkatan-tingkatan  kesadaran hukum yang penting (perilaku hukum) dan 
melalui tingkatan kesadaran hukum dibawahnya. Apabila masyarakat 
ingin damai, tentram, adil dan sejahtera maka syarat utama adalah 
memenuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang 
mendukung, akan tetapi pematuhan terhadap hukum tadi tidak dapat 
terjadi dengan sendirinya, tanpa adanya motivasi. Pada dasarnya 
motivasi tersebut terdiri dari: 
Motivasi/ dorongan yang bersifat psikologis/kejiwaan. 
1. Motivasi/ dorongan untuk memelihara nilai-nilai moral yang 
luhurdi dalam masyarakat. 
2. Motivasi/ dorongan untuk memperolehperlindungan hukum.  
3. Motivasi/ dorongan untuk menghindari sanksi hukum. 
Hukum  yang  dipatuhi dalam  masyarakat  datangnya  dariberbagai 
sumber. Sumber hukum tersebut pada garis besarnya dari berbagai  
sumber hukum formal. Pada umumnya,sumberhukum materiil hanya 
terdiri dari sumber hukum dalam arti sejarah, sumber hukum dalam arti 
sosiologis dan sumber hukum dalam arti filsafat. 
Sumber hukum formiil sebagaimana tersebut diatas terdiri  dari 
Undang-Undang, yurisprudensi, kebiasaan, persetujuan, doktrin dan 
traktat.  Menurut Kansil, undang-undang ialah suatu peraturan negara 
yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan 
dipelihara  oleh  penguasa  Negara.  Undang-Undang dapat dibagi dalam  
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arti materiil  dan formiil. Adapun yang disebut dengan yurisprudensi 
adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar 
keputusan  oleh  hakim  kemudian mengenai masalah yang sama. 
Sedangkan sumber hukum kebiasaan dapat menjadi sumber hukum 
apabila kebiasaan  tersebut telah menjadi suatu perbuatan yang menurut 
ketentuan tingkahlaku yang tidak berubah apabila masyarakat telah 
memiliki kesadaran akan adanya ketentuan tingkah laku tersebut bahkan 
telah meyakini hal itu sebagai suatu kerugian. 
Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil, 
menurut J.M van Bemmelen (Sudarsono:1991:5) menjelaskan kedua hal 
itu sebagai berikut : 
“Hukum pidanamateriil terdiri atas tindak pidana yang disebut 
berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap 
perbuatan itu, dan pidana yang diterapkan terhadap perbuatan itu. 
Hukum pidana formiil mengatur cara bagaimana acara pidana 
seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang 
harusdiperhatikan pada kesempatan itu.” 
 
Wirjono Prodjodikoro (Sudarsono:199:6) menjelaskan Hukum pidana 
materiil dan hukum pidana formiil sebagai berikut.“Isi hukum pidana yakni: 
1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang 
diancam dengan hukum pidana.  
2. Penunjukkan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu 
merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana. 
3. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat 
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dihukum pidana, dan 
4. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. 
Hukum acara pidana berhubungan erat dengan hukum  pidana, oleh 
karena itu, merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara 
bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, 
kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan  
Negara  dengan mengadakan hukum pidana. 
Tirtaamidjaja (Sudarsono: 1991 :5) menjelaskan hukum  pidana materiil 
dan hukum pidana formiil sebagai berikut. 
“Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum 
yangmenentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat 
bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang 
yang dapat di hukum dan menetapkan hukuman atas 
pelanggaranpidana. Hukum pidana formiil adalah kumpulan aturan 
hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana 
materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang 
tertentu, ataudengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum 
pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim 
serta mengatu rcara melaksanakan keputusan hakim”. 
Masalah kejahatan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang 
baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi prinsipnya dinilai 
sama peningkatan kejahatan dari waktu kewaktu tidak dapat 
dielakkandengan  berbagai bentuk perubahan  sebagaipendorongnya. 
Kejahatan merupakan atau perilaku seseorang yang melanggarhukum 
positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu 
Negara. Ia hadir di tengah masyarakat  berbagai model prilaku yang 
sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar,dan dilarang oleh 
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hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap. Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek  
kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya 
secara maksimal kepada  pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum 
dan seluruhnya lapisan  masyarakat tunduk dan taat terhadap norma 
hukum. Akan tetapi, kenyataannya tidak semua unsur dalam masyarakat 
siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Olehkarena itu timbul 
perbuatan yang melanggar  hukum  seperti kejahatan pembunuhan dan 
penganiayaan. 
Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat 
kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini 
dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan 
yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, 
oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan 
perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kejahatan  
pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup 
meningkat. Banyaknya kejahatan yang terjadi disekitar kita yang sangat 
mengerikan hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap  
beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dan pelakunya adalah istri,  
suami, kerabat dekat, dimana faktor yang menyebabkannya adanya 
kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologis seseorang. Dalam hal 
penegakan  hukum, walaupun  aparat  penegakan hukum  telah 
melakukan usaha pencegahan dan penaggulangannya, namun dalam 
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kenyataan yang  masih  saja muncul reaksi sosial  bahkan beberapa  
tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan 
pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan kota-kota besar pada 
khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun segi 
kualitas dengan modus operandi yang berbeda. 
Hukum  berfungsi  mengatur  seluruh  aspek  kehidupan berbangsa 
dan bernegara dapat memberikan konrtibusi yang besar kepada 
pelaksanaan pembangunan jika aparat penegak hukum dan seluruh  
lapisan  masyarakat  tunduk dan taat  kepada norma-norma hukum, 
namun kadangkala gradiasi pidana yang dijatuhkan,mempunyai dua sisi, 
disatu sisi merupakan perlindungan masyarakat dan ancaman kejahatan 
pada  sisi lain pidana yang dijatuhkan dianggap sebagai pelanggaran  
terhadap  hak asasi manusia. Meskipun asumsi diatas cukup beralasan 
namun tampaknya masalah sanksi pidana sangat strategis sifat dalam 
menanggulangi dan  mencegah kejahatan sebab jika tidak ada sanksi 
pidana tidak ada pula yang menjalankan fungsi secara optimal. 
Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial 
masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan  
sehingga tidak memberi peluang  untuk berkembangnya kejahatan ini. 
Seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan dalam 
masyarakat, modus kejahatan pembunuhan semakin meningkat. Dalam  
Pasal 338 KUHPidana mengatur tentang, barang siapa dengan  sengaja  
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 
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pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dengan perkembangan 
teknologi dan kemajuan kehidupan masyarakat dengan diimbangi oleh 
tingkat pendidikan, moral, dan ahlak agama tidak berfungsi lagi. 
 Atas dasar pemikiran itulah maka penulis menganggap bahwa perlunya 
kerja sama dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan,Pengadilan dan 
masyarakat. Penerapan Pasal 338KUHPidana merupakan latar belakang 
dipilihnya judul skripsiini: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No.169 /Pid.B /2012 / 
PN.Watampone).” 
B.   Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan 
masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana 
pembunuhan dalam putusan No. 169 /Pid.B /2012 / PN. 
Watampone ? 
b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dalam putusan  No. 
169/ Pid.B / 2012/PN.Watampone ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana 
pembunuhan Putusan Pengadilan Negeri  No. 169 /Pid.B 
/2012/PN.Watampone. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Watampone No. 169 /Pid.B / 2012 / 
PN.Watampone. 
D.    Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain : 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 
pemikiran dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana 
pembunuhan.. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi atau 
referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan 
melakukan penelitian lanjutan tentang tinjauan yuridis terhadap 
tindak pidana pembunuhan.. 
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukkan 
bagiproses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat 
untukmencegah terulangnya peristiwa yang serupa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana adalah suatu istilah yang dipakai di 
dalam ilmu hukum pidana, yang berasal dari istilah yang di dalam 
Wetboek van Strafrecht (WvS) dinamakan Starafbaar Feit. Di 
Indonesia para sarjana hukum pidana, menterjemahkan tindak 
pidana berbeda antara satu dengan lainnya, antara lain : 
a. Adami Chazawi (2002:69), mengemukakan bahwa : 
Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan 
feit. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan 
dengan pidana dan hukum. Perkataan baar 
diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan 
untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan. 
 
b. Pompe (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:225-226) 
memberikan dua macam definisi strafbaarfeit yaitu : 
Bersifat teoritis dan yang bersifat perundang–undangan. 
Definisi teoritis ialah pelanggaran norma ( kaidah tata  
hukum ) diadakan karena kesalahan pelanggaran dan 
yang harus diberikan kesejahteraan umum, sedang 
menurut hukum positif strafbaarfeit itu sebenarnya 
adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut 
suatu rumusan undang–undang telah dinyatakan 
sebagai tindakan yang dapat dihukum. 
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c. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa : 
Tindak pidana adalah pelanggaran norma dalam tiga 
bidang ilmu lain, yaitu hukum perdata, hukum 
ketatanegaraan, dan ilmu hukum tata usaha 
pemerintahan, yang oleh pembentukan undang–undang 
di tanggapi dengan suatu hukuman pidana. 
 
d. Moeljatno (Adami chazawi, 2002:71) mengartikan kata 
strafbaarfeit dengan kata perbuatan pidana seperti : 
“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 
melanggar tersebut”. 
 
e. Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:73), bahwa istilah 
perbuatan pidana lebih tepat adalah: 
1) Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatanya ( 
perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau 
keadaan yang ditimbulkan oleh kelakukan orang), 
artinya larangan itu dijatuhkan pada perbuatannya. 
Sedangkan ancaman pidana itu dijatuhkan pada 
orangnya ; 
2) Antara larangan (yang dijatuhkan pada perbuatannya) 
ada hubungan yang erat oleh karena itu perbuatan  
(yang merupakan keadaan atau kejadian yang 
ditimbulkan oleh orang tadi, melanggar larangan) 
dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada 
hubungan erat pula; 
3) Untuk menyatakan hubungan yang erat itulah maka 
lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu 
pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua 
keadaan konkrik yaitu pertama, adanya kejadian 
tertentu ( perbuatan) dan kedua adanya orang yang 
berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. 
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f. Simons (Lamintang, 1984:185) mengartikan 
stafbaarfeit : 
Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seorang 
yang dapat dipertanggung jawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang–undang telah 
dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di 
hukum. 
 
g. Pompe ( Lamintang, 1984 :182) berpendapat bahwa : 
Strafbaarfeit itu secara teoritis dapat dirumuskan 
sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan 
terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau 
pun tidak dengan sengaja telah di lakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan umum. 
  
h. Wirjono Prodjodikoro (Adami Chazawi, 2002:75) 
mendefinisikan 
“tindak pidana sebagai tindak pidana itu adalah suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum”. 
Jadi jelas bahwa Wirjono Prodjodikoro, berpandangan 
monoistis terhadap tindak pidana oleh karena tidak 
secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana 
dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku. 
 
i. Andi Zainal Abidin Farid  mengartikan strafbaarfeit 
dengan kata delik dengan alasan bahwa istilah yang 
paling tepat karena : 
1) Bersifat universal dan dikenal dimana–mana ; 
2) Lebih singkat efisien dan netral; dapat mencakup 
delik–delik khusus yang subyeknya merupakan 
badan hukum, badan, orang mati ; 
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3) Orang yang memakai istilah Stratbaar feit tindak 
pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan 
istilah delik. 
4) Belum pernah penulis menemukan istilah perkara 
prodoto (perdata) atau apa yang kita namakan 
perkara pidana atau perkara kriminal sekarang 
(jadi orang salah mengambil istilah Prodoto atau 
perdata untuk privat); yang pernah penulis 
temukan ialah istilah perkara padu sebagai lawan 
prodoto (C. Van Vollehoven Het Adatrecht Van 
Nederlandssch Indie, 1:562 dts,nya); 
5) Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain 
berarti perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau 
dari segi bahasa Indonesia mengandung 
kejanggalan atau ketidaklogisan, karena kata 
pidana adalah kata benda; di dalam bahasa 
Indonesia kata benda seperti perbuatan harus 
disusul oleh kata sifat yang menunjukkan sifat 
perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaikan 
dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada 
hubungan logis antara keduanya. 
 
Untuk menghindari keragaman penggunaan istilah dalam 
mengartikan strafbaarfeit, penulis setuju dengan istilah tindak 
pidana yang digunakan oleh Moeljatno. Oleh karena itu istilah 
tindak pidana digunakan dalam penulisan ini untuk mengartikan 
strafbaarfeit, sehingga dikatakan bahwa “tindak pidana adalah 
suatu perbuatan manusia yang berkaitan dengan kesalahan 
seseorang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dijatuhi 
sanksi pidana” 
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2. Pengertian Tindak Pidana Materiil dan Tindak Pidana Formil 
Dalam kamus Hukum tindak pidana materiil adalah : 
“Kejahatan yang dilarang undang – undang hukum pidana ialah 
akibatnya. Contohnya pembunuhan, Pasal 338 KUHP (akibat 
matinya seseorang yang dilarang bukan perbuatan apa yang 
dilakukan).” 
    Dalam kamus hukum tindak pidana formil adalah: Kejahatan 
itu selesai kalau perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam 
peraturan pidana itu telah dilakukan. Contohnya pencurian,Pasal 
362 KUHP. 
Menurut  pendapat Wirjono prodjodikoro ( 1986 : 34 ) tindak 
pidana Materiil dan tindak pidana formil adalah : 
“Materi berarti “isi”, dan form berarti “ujud”, maka dalam tindak 
pidana “materiel” dirumuskan isi berupa akibat yang dilarang, 
sedangkan dalam tindak pidana “formil” dirumuskan “ujud” 
berupa perbuatan tertentu.” 
 
3.    Pengertian Pembunuhan  
 Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka 
dikemukakan unsur – unsur tindak pidana. Menurut Lamint 
Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan 
definisinya termasuk tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan 
yang berarti suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang 
dengan berbagai cara yang melanggar hukum, walaupun tidak 
melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh 
macam-macam motif misalnya politik, kecemburuan, dendam, 
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membela diri dan sebagainya. Kesengajaan menghilangkan nyawa 
orang lain oleh Pasal 338 dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHPidana) menegaskan : 
Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, 
dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-
lamanya lima belas tahun (Prof.Moeljatno, S.H). 
 
 (Leden Marpaung,2009:10-11) unsur – unsur tindak pidana pada 
dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam yakni unsur – unsur 
subyektif dan unsur – unsur obyektif sebagai berikut : 
 Unsur – unsur subyektif itu adalah unsur – unsur yang melekat 
pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan 
termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam 
hatinya. Sedang yang di maksud dengan unsur – unsur obyektif itu 
adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – 
keadaan, yaitu didalam keadaan ketika tindakan – tindakan si 
pelaku harus dilakukan. 
 
4 Pandangan Monistis dan Dualistis 
a. Pandangan Monistis 
Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang 
meliahat syarat,untuk adanya pidana harus mencakup dua hal 
yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-
prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak 
pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang 
(criminal act) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan 
(criminal responbility 
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Menurut D.Simons(Amir ilyas, 2012:39) tindak pidana adalah : 
Tindakan melanggar hukum yanag telah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang 
dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang 
oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum. 
 
Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya 
suatu tindak pidana harus di penuhi unsur-unsur berikut: 
a. perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif(berbuat) 
maupun perbuatan negatif(tidak berbuat); 
b. Diancam dengan pidana; 
c. Melawan hukum; 
d. Dilakukan dengan kesalahan; 
e. Oleh oragn yang mampu bertanggungjawab; 
 
Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa 
pidana, dirumuskan oleh simons yang berpandangan monistis 
sebagai : 
“Kelakuan (Handeling) yang diancam dengan pidana, 
dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan 
dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang 
mampu bertanggungjawab.” 
 
 Andi Zainal abidin (Amir ilyas 2012:39 ) menyatakan bahwa 
“kesalahan yang di maksud oleh simons meliputi dolus(sengaja) 
dan culpalata (alpa,lalai) dan berkomentar sebagai berikut : 
Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana 
(criminal act) yang meliputi perbuatan serta sifat yang 
melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban 
pidana (criminal lialibility) dan mencakup 
kesengajaan,kealpaan dan kelalaian dan kemampuan 
bertanggungjawab. 
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Menurut J. Bauman (Amir ilyas 2012:40)  “perbuatan/tindak 
pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik,bersifat 
melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.” 
Sementara menurut wirjono Prodjodikoro yang juga 
berpandangan monistis menerjemahkan stafbaarfeit ke dalam 
tindak pidana dengan menyatakan bahwa .” suatu perbuatanan 
yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku 
tersebut ternasuk subyek tindak pidana .” 
Van Hammel yang berpandangan monistis juga 
merumuskan strafbaarfeit sebagai.” Perbuatan manusia yang di 
uraikan oleh undang-undang sebagai melawan hukum, 
strafwaardig (patut atau dapat bernilai untuk di pidana) dan dapat 
di celah karena kesalahan (en dan schould to wijten).” 
b. Pandangan Dualistis 
Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat 
keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuataan 
pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana 
dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandang monistis 
dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik 
criminal act maupun criminal responbility, sementara menurut 
pandangan dualistis, yakni : 
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Dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act dan 
criminal responbility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh 
karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai 
tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang di 
rumuskan oleh undang-undang yang memilik sifat melawan 
hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. 
Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidan oleh para 
sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut : 
Menurut Pompe, (Amir ilyas 2012:40 )  dalam hukum positif 
strafbaarfeit tidak lain adalah “feit (tindakan,pen), yang diancam 
pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan 
hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak 
pidana.” 
Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus 
dipenuhi unsur sebagai berikut: 
a. Adanya perbuatan(manusia); 
b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan 
syarat formil,terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP; 
c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil 
terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil 
dalam fungsinya yang negatif). 
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Moeljatno (Amir ilyas 2012:41 )   yang berpandangan 
dualistis menerjemahkan strafbaarfeit denga perbuatan pidana dan 
menguraikannya sebagai berikut: 
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa yang larangan tersebut” 
 
Berdasasrkan definisi/pengertian perbuatan/ tindak pidana 
yang diberiak tersebut di atas, bahwa,dalam pengertian tindak 
pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (criminal 
responbility). 
Namun demikian, Moeljatno (Amir ilyas 2012:39 ) juga 
menegaskan :  
“untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah 
terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah 
orang yang melakukan perbuatan itu mampu 
bertanggungjawab atau tidak.” 
 
Selain itu, Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 
sebuah perbuatan haruslah tidak memiliki alasan pembenar, yakni 
alasan pembenar (reshtvaadiginground) sebagi mana diatur dalam 
pasal 48 KUHP tentang keadaan darurat (noodtoestand) , pasal 49 
ayat (1) KUHP pembelaan terpaksa (Noodweer), Pasal 50 tentang 
“melaksanakan undang-undang” dan Pasal 51 KUHP tentang 
“menjalankan perintah jabatanyang diberikan oleh penguasa yagn 
berwenang.” 
20 
 
Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan 
pembenar yang terdapat dalam KUHP :  
1. Keadaan darurat (Nootoestand ) 
Keadaan darurat meruapakan bagian dari daya paksa relatif (vis 
compulsofa) diatur dalam Pasal 48 KUHP.”barang siapa 
melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tindak 
pidana.” 
2. Pembelaan terpaksa (Noodweer) 
Di atur dalm Pasal 49 ayat (1) KUHP “tidak dipidana, barang 
siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk dia 
sendiri maupun untuk orang lain,kehormatan kesusilaan atau 
harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan 
atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang 
melawan hukum.” 
3. Melaksanakan Ketentuan Undang-undang. 
Diatur dalam Pasal 50 KUHP “Barang siapa melakukan 
perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, 
tidak dipidana.  
4. Melaksanakan perintah jabatan yang di berikan oleh penguasa 
yang berwenang. 
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Diatur dalam Pasal 51 KUHP “Barang siapa melakukan 
perbuatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak 
dipidana.        
B. Unsur – unsur Tindak Pidana 
 Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka dikemukakan 
unsur – unsur tindak pidana. 
Menurut Lamintang (Leden Marpaung,2009:10-11) unsur–unsur tindak 
pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam yakni unsur– 
unsur subyektif dan unsur–unsur obyektif sebagai berikut : 
“Unsur–unsur subyektif itu adalah unsur–unsur yang melekat pada 
diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan 
termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam 
hatinya. Sedang yang di maksud dengan unsur–unsur obyektif itu 
adalah unsur–unsur yang ada hubungannya dengan keadaan– 
keadaan, yaitu didalam keadaan ketika tindakan–tindakan si pelaku 
harus dilakukan.” 
 
Unsur– unsur subyektif suatu tindak pidana adalah : 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa); 
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) 
KUHPidana. 
c. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan, dan lain–lain. 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, 
seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHPidana. 
e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana. 
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Unsur–unsur  obyektif dari suatu tindak pidana adalah : 
a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid. 
b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri  dalam kejahatan menurut Pasal 415 
KUHPidana atas keadaan sebagai pengurus suatu 
perseroan terbatas di dalam kejahatn menurut Pasal 398 
KUHPidana; 
c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
 
 Lanjut Menurut Moeljatno (1984:63) mengemukakan bahwa  
unsur–unsur tindak pidana terdiri atas : 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan); 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan; 
d. Unsur–unsur melawan hukum yang obyektif; 
e. Unsur–unsur melawan hukum yang subyektif. 
 
Sedangkan menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 
2009:10) mengemukakan bahwa unsur delik terdiri atas unsur objektif dan 
unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri 
manusia, yaitu berupa : 
a. Suatu tindakan, 
b. Suatu akibat, 
c. Keadaan (omstandigheid) 
 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang–undang. Unsur subjektif adalah unsur–unsur dari perbuatan yang 
dapat berupa : 
a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan; 
b. Kesalahan. 
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Selanjutnya mengenai unsur–unsur tindak pidana (Adami 
Chazawi,2002:78) dapat dibedakan setidak–tidaknya dari dua sudut 
pandang, yakni (1) sudut pandang teoritis dan (2) sudut pandang undang- 
undang, maksud teoritis adalah berdasarkan para ahli hukum, yang 
tercemin pada bunyi rumusan–rumusannya. Sedangkan sudut undang- 
undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu di rumuskan 
menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang– 
undangan yang ada. 
1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi ; 
Menurut Moeljatno (Adami Chazawi,2002 :79), unsur. 
Tindak pidana adalah : 
a. Perbuatan ; 
b. Yang dilarang ( oleh aturan hukum ); 
c. Ancaman pidana ( bagi yang melanggar larangan ) ; 
Sedangkan menurut R.Tresna (Adami Chazawi,2002:80), 
mengemukakan tindak pidana terdiri dari unsur–unsur yakni: 
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang– 
undangan; 
c. Diadakan tindakan hukuman; 
 
Dapat dilihat bahwa unsur–unsur dari kedua batasan 
penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, ialah 
bahwa tindak pidana itu adalah: perbuatan manusia yang 
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dilarang, dimuat dalam Undang–undang, dan diancam pidana 
bagi yang melakukannya. 
Selanjutnya dibandingkan dengan pendapat penganut 
paham monoisme, memang tampak berbeda dengan paham 
dualisme,seperti pendapat Jonkers (Adami Chazawi,2002:81) 
yang menganut paham monoisme memberikan unsur tindak 
pidana adalah : 
a. Perbuatan (yang); 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
d. Dipertanggujawabkan; 
Sedangkan Schravendijk (Adami Chazawi,2002:81), merinci 
unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut : 
a. Kelakuan (orang yang); 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c. Diancam dengan hukuman; 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e. Dipersalahkan/kesalahan; 
 
   Walaupun rincian dari ketiga rumusan diatas tampak berbeda– 
beda, namun pada hakekatnya ada permasaannya, ialah tidak 
memisahkan antara unsur–unsur mengenai perbuatan dengan 
unsur yang mengenai diri orangnya. 
2. Unsur  rumusan tindak pidana dalam undang–undang 
Buku II KUHPidana memuat rumusan–rumusan perihal tindak 
pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 
III adalah pelanggaran. Dari rumusan tindak pidana dalam 
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KUHPidana itu, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak 
pidana menurut Adami Chazawi(2002:81-82), yaitu : 
a. Unsur tingkah laku. 
b. Unsur melawan hukum. 
c. Unsur kesalahan. 
d. Unsur akibat konstitutif. 
e. Unsur keadaan yang menyertai. 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana. 
g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana. 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di pidana. 
 
C. Jenis–jenis Tindak Pidana Pembunuhan dan Unsur–unsurnya 
 Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem Kitab Undang–undang 
Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), kejahatan terhadap 
nyawa (jiwa) orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yakni mulai dari 
Pasal 338 sampai dengan Pasal 340 KUHPidana. Memperhatikan 
ketentuan–ketentuan pasal tersebut di atas menurut sistimatika 
KUHPidana (Adami Chazawi 2010:55), maka kejahatan terhadap nyawa 
(jiwa) orang dapat dibagi atau diperinci menjadi 3 (tiga) golongan 
berdasarkan pada obyeknya yang merupakan kepentingan hukum yang 
dilanggar, yakni : 
a. Kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang pada 
umumnya ( Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, 
Pasal 345 KUHPidana ). 
b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama 
setelah dilahirkan ( Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343 
KUHPidana ) 
c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam 
kandungan ibu (janin) ( Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan 
Pasal 349 KUHPidana) 
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Menurut Adami Chazawi (2010 : 55) bahwa : Selain perincian 
tersebut di atas, juga dikenal perincia mengenai kejahatan terhadap 
nyawa dalam KUHPidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 
(dua) dasar, yaitu (1) dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar 
obyeknya. Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap 
nyawa, ialah: 
a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja 
(dolus misdrijven), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab 
XIX KUHPidana, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. 
b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan 
sengaja (culpose misdrijven), dimuat dalam Bab XXI (khusus 
Pasal 359). 
 
Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang 
dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja 
dibedakan dalam 3 macam, yakni : 
a. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat 
dalam Pasal : 338,339,340,344,345 
b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama 
setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal : 341,342, dan 343. 
c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam 
kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346,347,348,dan 
349. 
 
Jika disimak golongan dan perincian dalam rumusan pada 
KUHPidana tentang pembunuhan, tidak dijumpai secara sistimatis 
yang menyebut jenis pembunuhan tersebut di atas. Oleh karena itu, 
Adami Chazawi (2010 : 55-56) mengemukan bahwa : Untuk 
mengetahui jenis pembunuhan secara sistimatis, harus diperhatikan 
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ilmu pengetahuan hukum pidana yang membagi delik pembunuhan 
atas beberapa macam sebagai berikut : 
1) Pembunuhan biasa ( Pasal 338 KUHPidana) 
2) Pembunuhan berkualifikasi ( Pasal 339 KUHPidana) 
3) Pembunuhan berencana ( Pasal 340 KUHPidana) 
4) Pembunuhan anak ( Pasal 341 KUHPidana ) 
5) Pembunuhan anak dengan berencana  
(Pasal 342 KUHPidana ) 
6) Pembunuhan atas permintaan si korban  
 (Pasal 344KUHPidana) 
7) Bunuh diri ( Pasal 345 KUHPidana) 
8) Pembunuhan (menggugurkan) kandungan 
(Pasal 346 KUHPidana) 
 
1. Pembunuhan biasa (doodslag) 
 Pembunuhan biasa adalah pembunuhan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang pada dasarnya 
pasal tersebut, adalah mengatur mengenai pembunuhan 
dalam bentuk yang pokok atau oleh pembuat Undang– 
undang disebut doodslag. 
Sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHPidana, berbunyi 
bahwa :  
“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa 
orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana 
penjara selama–lamanya lima belas tahun”. 
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Apabila diperhatikan rumusan Pasal 338 KUHPidana 
tersebut, Adami Chazawi ( 2010 : 57 ), berpendapat bahwa : 
Delik pembunuhan biasa atau disebut doodslag memiliki 
unsur–unsur, sebagai berikut : 
a.  Unsur obyektif : 
1) Perbuatan : menghilangkan nyawa; 
2) Obyeknya : nyawa orang lain; 
b. Unsur subyektif : dengan sengaja. 
 
Andi Hamzah ( 1986 : 162 ), berpendapat bahwa : 
a. Dengan sengaja 
b. Menghilangkan nyawa orang lain 
c. Perbuatan yang dilakukan mempunyai hubungan 
kausal dengan kematan tersebut. 
 
Wirjono (1986:61),mengemukakan bahwa: Kesengajaan 
ini harus mengenai ketiga unsur dari tindakan pidana, yaitu : 
a. Perbuatan yang dilarang  
b. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan 
itu 
c. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum. 
 
Selanjutnya Wirjono (1986:61) kesengajaan (opzet) ada 
3 macam, antara lain : 
a. Kesengajaan yang bersifat tujuan 
b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian 
c. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan 
 
Bagi mereka yang berpandangan dualistis, kesengajaan 
tidak termasuk sebagai unsur perbuatan pidana atau sebagai 
unsur pembuat delik, tetapi termasuk unsur pertanggung 
29 
 
jawaban pembuat pidana. Menurut Andi Zainal Abidin Farid 
(1981:174),mengemukakan bahwa: Unsur lain bagi mereka 
yang tidak tercantum dalam pasal–pasal KUHPidana adalah 
unsur diam–diam, yakni sebagai berikut : 
a. Kemampuan bertanggung jawab 
b. Tidak adanya dasar pemaaf. 
 
Selanjutnya Lamintang (1984:193), mengemukakan bahwa: 
“Unsur “menghilangkan”. Yakni bahwa tertuduh telah 
menghendaki matinya orang lain. Tentang unsur  
“nyawa” yakni bahwa tertuduh telah mengetahui bahwa 
yang telah ia kehendaki untuk dihilangkan itu adalah 
nyawa. Tentang unsur “orang lain” yakni bahwa tertuduh 
telah mengetahui bahwa yang telah ia kehendaki untuk 
dihilangkan itu adalah nyawa dari orang lain.” 
 
Salah satu contoh yang dikemukakan oleh Sugandhi (1981 
: 357), sebagai berikut : Seorang suami yang mendadak pulang 
kerumahnya, mengetahui istrinya berzina dengan orang lain, 
kemudian membunuh istrinya dan orang yang melakukan Zina 
dengan istrinya tersebut. 
Dengan demikian maka terjadi pembunuhan biasa 
(doodslag) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 338 
KUHPidana, dalam undang–undang diisyaratkan sengaja untuk 
menghilangkan nyawa orang lain haruslah merupakan suatu dolus 
epentualis, yakni kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain 
itu dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh. 
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Menurut Sugandhi (1980 : 357 ) : 
“Bahwa jika sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain 
terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu atau dipikirkan 
terlebih dahulu disebut dolus propocatus, maka delik yang 
bersangkutan tidak merupakan delik pembunuhan biasa 
(doodslag) menurut Pasal 338 KUHPidana, melainkan 
merupakan delik pembunuhan yang direncanakan terlebih 
dahulu (moord) seperti dalam Pasal 340 KUHPidana.” 
 
Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) 
terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 
1) Adanya wujud perbuatan; 
2) Adanya suatu kematian ( orang lain ); 
3) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) 
antara  perbuatan dan akibat kematian (orang lain) 
2. Pembunuhan berkualifikasi 
Delik pembunuhan berkualifikasi atau delik pembunuhan 
dengan keadaan–keadaan yang memberatkan pidananya yang 
dalam doktrin dikenal sebagai gequalificeerde doodslag 
sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHPidana, menurut Andi 
Hamzah (1986:166) bahwa : 
“Pembunuhan yan diikuti atau disertai atau didahului oleh 
suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudahkan pelaksanaannya, 
atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya 
dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk 
memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara 
melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh 
tahun.” 
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     Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 339 KUHPidana 
tersebut di   atas, menurut Andi Hamzah (1986 : 166), bahwa: 
Unsur–unsur delik pembunuhan berkualifikasi (gequalificeerde 
doodslag) dapat dibagi atas dua, sebagai berikut : 
a. Unsur Obyektif  
1) Pembunuhan (Pasal 339 KUHPidana). 
2) Diikuti, disertai atau didahului dengan delik. 
b. Unsur Subyektif, dilakukan dengan maksud : 
Untuk mempersiapkan, mempermudah atau melepaskan 
diri sendiri atau peserta lain dari pidana jika tertangkap 
tangan, atau Untuk memastikan penguasaan barang yang 
diperolehnya secara melawan hukum. 
  Untuk lebih jelasnya Moch. Anwar (1982 : 91-92) 
menguraikan unsur tambahan delik pembunuhan 
berkualifikasi, sebagai berikut : 
 Unsur didahului dengan perbuatan lain berarti 
pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk 
mempersiapkan agar perbuatan lain itu dapat 
dilakukan atau memungkinkan dilakukan. 
 Unsur disertai oleh perbuatan lain yang dapat 
dihukum berarti pembunuhan dilakukan dengan 
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maksud untuk mempermudah pelaksanaan 
perbuatan lain atau tindakan lain. 
 Unsur diikuti oleh perbuatan lain dapat dihukum 
berarti pembunuhan dimaksudkan agar dalam hal 
kepergok (tertangkap tangan) pelaku atau peserta– 
peserta lain dari perbuatan lain yang dapat dihukum 
dapat menghindarkan dari hukuman. 
 Jaminan bagi pelaku atau peserta–peserta lainnya 
untuk dapat memiliki barang yang diperolehnya 
dengan melawan hukum. 
Sehubungan dengan pembunuhan berkualifikasi 
sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 339 
KUHPidana, oleh Bawengan (1979:160), berpendapat 
bahwa : 
Pembunuhan dalam Pasal 339 KUHPidana 
dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau 
memudahkan terlaksananya peristiwa pidana lain itu. 
Maka niat untuk membunuh tidak khusus ditujukan 
pada pengambilan nyawa orang lain dengan melalui 
satu batu loncatan adalah pembunuhan. 
 
Jika diperhatikan pendapat Bawengan tersebut di 
atas, maka  timbul kesan bahwa pembunuhan yang 
dimaksud dalam Pasal 339 KUHPidana dilakukan karena 
terpaksa, akan tetapi bukan terpaksa dalam arti 
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pembelaan yang sebagaimana dalam Pasal 49 
KUHPidana, tetapi melainkan yang dimaksud disini 
adalah perbuatan yang melakukan pembunuhan 
terhadap orang lain sebab atau tujuan yang lain, dan 
dimana tujuan itu tidak bisa dicapai sebelum diadakan 
tindakan pembunuhan. Jadi pembunuhan disini 
dilakukan bukan karena dorongan atau sebagai niat 
utama. 
Jadi apapun maksud Pasal 339 KUHPidana, adalah 
pembunuhan merupakan jalan terbaik untuk melakukan 
tindakan pidana lain, misalnya pembuat sebelum 
melakukan perampokan terlebih dahulu ia melakukan 
pembunuhan. Pembunuhan disini dilakukan dengan 
maksud untuk dapat mempermudah atau jalan terbaik 
bagi pembuat untuk melakukan perbuatan perampokan 
tersebut. 
Pembunuhan berkualifikasi dalam Pasal 339 
KUHPidana, hanya dapat dipertanggungjawabkan atau 
dipersalahkan kepada orang yang melakukan saja. 
Orang–orang yang menyertai melakukan tindak pidana 
lain tidak dipertanggungjawabkan atas delik yang lain, 
kecuali kalau mereka membantu melakukan atau turut 
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melakukan didalam pembunuhan tersebut. Salah satu 
contoh yang dikemukakan oleh R.Soesilo (1996 : 241), 
sebagai berikut : 
“Seorang pencuri sedang melakukan pencurian 
disebuah rumah, ketahuan oleh yang punya rumah. 
Supaya jangan tertangkap dan di hukum, pencuri 
timbul maksud untuk membunuh orang itu dan 
dilakukan seketika itu juga, sesudah selesai itu lalu 
melakukan pencurian itu.” 
 
       Jadi pembunuhan berkualifikasi tersebut yang sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 339 KUHPidana, merupakan 
pembunuhan yang diikuti dan disertai dengan peristiwa pidana 
lain. 
3. Pembunuhan berencana (moord) 
Pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 
340 KUHPidana, yang berbunyi : 
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih 
dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah 
melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana 
mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara 
selama–lamanya dua puluh tahun.” 
 
Rumusan tersebut terdiri dari unsur–unsur : 
a. Unsur Subyektif : 
1) Dengan sengaja 
2) Dan dengan rencana terlebih dahulu 
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b. Unsur Obyektif : 
1) Perbuatan : menghilangkan nyawa 
2) Obyeknya : nyawa orang lain 
R. Soesilo (1979:150) berpendapat bahwa : 
Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, 
terjemahan dari kata asing met voorbedach rade, antara 
timbulnya, maksud akan membunuh dengan 
pelaksanaannya masih ada tempoh bagi pembuat dengan 
tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya 
pembunuhan itu dilakukan. Tempoh ini tidak terlalu sempit, 
akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang 
penting ialah bahwa dalam tempoh itu pembuat dengan 
tenang masih dapat berfikir–fikir, yang sebenarnya ia masih 
ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan 
membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak ia gunakan. 
 
 Selanjutnya Simons (Lamintang,1985:44),berpendapat 
bahwa: 
 
Orang hanya dapat berbicara adanya perencanaan lebih 
dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu telah 
menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya 
tentang kemungkinan–kemungkinan tentang akibat–akibat 
dari tindakan antara waktu dari seorang pelaku menyusun 
rencananya dengan waktu pelaksanaannya dari rencana 
tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu, dalam 
hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang 
ia maksud untuk dilakukan,kiranya sulit untuk berbicara 
tentang adanya suatu perencanaan lebih dahulu. 
 
 Sedangkan menurut Tresna ( 1989 : 520), bahwa: 
Tidak ada ketentuan berapa lamanya harus berlaku di 
antara saat timbulnya maksud (niat) untuk melakukan 
perbuatan itu dengan saat dilaksanakannya, akan tetapi 
nyatalah harus ada suatu antara dalam mana ia dapat 
menggunakan pikiran yang tenang guna merencanakan 
segala sesuatunya. 
 
36 
 
Memperhatikan dari beberapa pendapat ahli hukum yang 
penulis kemukakan tersebut di atas, maka dapatlah ditarik 
kesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai 
pembunuhan berencana (moord) atau direncanakan terlebih 
dahulu, apabila antara maksud untuk membunuh dengan 
pelaksanaannya terdapat tenggang waktu untuk dapat 
memikirkan dengan tenang arti dan akibat–akibat dari pada 
perbuatannya maupun mengenai dari cara pelaksanaannya, 
sehingga pada hakekatnya si terdakwa masih mempunyai 
peluang untuk membatalkannya. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Simons ( Lamintang, 1985 : 45 ), bahwa : 
Jangka waktu untuk berfikir dengan tenang merupakan 
syarat bagi terdakwa yang terdiri atas : 
a. Pada waktu ia menyusun rencananya ; 
b. Pada waktu mengambil keputusan ; dan 
c. Pada waktu melakukan pembunuhan itu. 
 
Dengan demikian apa yang telah diuraikan di atas, maka 
jelaslah terlihat adanya perbedaan antara pembunuhan 
direncanakan (moord) dengan pembunuhan biasa (doodslag) 
adalah terletak pada apa yang terjadi didalam diri si pelaku 
tersebut ( kondisi pelaku ), yaitu dalam pembunuhan biasa 
pengambil keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang 
dan pelaksanaannya itu merupakan satu kesatuan, sedangkan 
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pada pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu yang 
mana kedua hal itu terpisah oleh jangka waktu, yang diperlukan 
guna untuk berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya. 
4. Pembunuhan anak (kinderdoodslag) 
Pembunuhan anak dalam bahasa Belanda disebut 
kiderdoodslag, sebagaimana diatur dalam Pasal 341 
KUHPidana, berbunyi : 
 Seorang ibu yang karena takut akan diketahui ia sudah 
melahirkan anak, pada ketika anak itu dilahirkan atau tiada 
berapa lama sesudah dilahirkan, dengan sengaja 
menghilangkan nyawa anak itu dipidana karena bersalah 
melakukan pembunuhan anak, dengan pidana penjara 
selama – lamanya tujuh tahun. 
  
Berdasarkan rumusan Pasal 341 KUHPidana diatas, maka 
menurut Adami Chazawi (2010 : 87–88) unsur–unsur Pasal 341 
KUHPidana adalah : 
1) Unsur–unsur obyektif terdiri dari : 
a. Petindaknya     :   seorang ibu ; 
b. Perbuatannya  :   menghilangkan nyawa; 
c. Obyeknya         :   nyawa bayinya; 
d. Waktunya         :   (1) pada saat bayi dilahirkan, 
                             (2) tidak lama setelah bayi dilahirkan  
e. Motifnya           :   karena takut diketahui melahirkan. 
2) Unsur subyektif       :    dengan sengaja. 
 
Sedangkan menurut Moeljatno (1987:114)  unsur–unsur 
Pasal 341 KUHPidana adalah : 
1) Unsur subyektif : 
a. Takut diketahui telah melahirkan anak ; 
b. Sengaja dilakukan. 
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2) Unsur obyektif : 
a. Seorang ibu; 
b. Pada waktu segera atau setelah kelahiran anaknya. 
 
Menurut R. Soesilo (1981:146), mengemukakan bahwa : 
Yang dihukum disini adalah seorang ibu, baik kawin 
maupun tidak,yang dengan sengaja (tidak direncanakan 
terlebih dahulu) membunuh anaknya pada waktu dilahirkan 
atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan karena takut 
ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini 
dinamakan ’’ makar mati anak ’’ atau membunuh biasa 
anak (kinderdoodslag). 
 
Apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan 
direncanakan lebih dahulu, dikenakan Pasal 342 KHUPidana 
(kinder moord). Syarat terpenting dari pembunuhan dalam Pasal 
341 KUHPidana dan Pasal 342 KUHPidana bahwa pembunuhan 
anak itu dilakukan oleh ibunya dan harus terdorong rasa 
ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu. 
Tentang kapan suatu pembunuhan anak itu dapat dikatakan 
sebagai telah dilakukan segera setelah anak itu dilahirkan, 
sangat sulit menentukannya. Hal ini menurut NoyonLangermeijer 
( Moeljatno, 1986 : 55 ), bahwa : 
 Suatu pembunuhan anak itu disebut sebagai telah 
dilakukan segera setelah anak itu dilahirkan, jika 
pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang ibu selama 
jangka waktu ibu itu belum mengurus sendiri anaknya yang 
ia lahirkan. Segera setelah ia menerima anak tersebut maka 
pengaruh dari kelahiran anaknya itu telah menjadi terputus, 
hingga tertutuplah pula kemungkinan dijatuhkannya pidana 
yang lebih ringan bagi ibu tersebut berdasarkan alasan takut 
diketahui orang bahwa ia telah melahirkan seorang anak, 
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yakni dalam hal itu tersebut kemudian telah membunuh 
anaknya. 
 
Jika pembunuhan itu dilakukan tidak lama setelah dilahirkan 
masih masuk dalam Pasal 341 KUHPidana dan bila dilakukan 
setelah lama dilahirkan maka masuk ke dalam pembunuhan 
biasa ( Pasal 338 KUHPidana). Sangat sulit untuk menentukan 
batas akhir/berakhirnya waktu tidak lama setelah dilahirkan itu. 
Terhadap waktu mulainya/permulaan ’’setelah dilahirkan’’, dapat 
dengan mudah ditentukan batasnya, yaitu titik/detik waktu atau 
saat dimana terpisahkan tubuh bayi dari tubuh si ibu.  
  Mengenai hal ini, Adami Chazawi, (2010:93), 
mengemukakan 2 pendapat ,yaitu : 
1) Waktu tidak lama setelah dilahirkan akan berakhir pada 
saat kerahasiaan melahirkan bayi itu sudah berakhir, 
artinya perihal melahirkan bayi itu sudah diketahui oleh 
orang. 
2) Waktu tidak lama setelah dilahirkan akan berakhir pada 
saat setelah ibu melakukan tindakan perawatan/perhatian 
atas bayinya itu,misalnya ia memutuskan tali pusarnya, 
membersihkan bayinya. 
 
5. Pembunuhan anak yang direncanakan ( kinder moord) 
Pembunuhan anak yang direncanakan (kinder moord)  
sebagaimana diatur dalam Pasal 342 KUHPidana, yang 
berbunyi: 
Seorang ibu yang untuk menjalankan keputusan yang 
diambilnya karena takut diketahui orang bahwa ia tidak lama 
lagi akan melahirkan anak, pada ketika dilahirkan atau tidak 
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lama kemudian dari pada itu, dengan sengaja 
menghilangkan nyawa anaknya itu, karena bersalah 
melakukan pembunuhan anak berencana, dipidana dengan 
pidana penjara selama–lamanya sembilan tahun. 
 
Berdasarkan bunyi Pasal 342 KUHPidana di atas, maka 
dapat diketahui unsur–unsurnya terdapat dalam Pasal 341 
KUHPidana, hanya delik menurut Pasal 342 KUHPidana 
mempunyai unsur tambahan yakni unsur direncanakan lebih 
dahulu, yang sama dengan Pasal 340 KUHPidana yang 
sebagaimana penulis kemukakan terlebih dahulu. 
6. Pembunuhan atas permintaan si korban 
Delik pembunuhan atas permintaan si korban di atur dalam 
Pasal 344 KUHPidana, yang berbunyi : 
Barangsiapa menghilangkan nyawa orang atas permintaan     
sungguh–sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana 
penjara selama–lamanya dua belas tahun. 
 
Memperhatikan rumusan Pasal 344 KUHPidana, maka 
menurut Adami Chazawi (2010 : 102)  bahwa Pasal 344 
KUHPidana mempunyai unsur–unsur sebagai berikut : 
a. Perbuatan  :  menghilangkan nyawa ; 
b. Obyek   :  nyawa orang lain; 
c. Atas permintaan orang itu sendiri; 
d. Yang jelas dinyatakan dengan sungguh–sungguh. 
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Sedangkan menurut Moeljatno (1987 : 115) bahwa Pasal  
344 KUHPidana mempunyai unsur–unsur sebagai berikut : 
a. Menghilangkan nyawa orang lain ; 
b. Dilakukan atas permintaan orang mati ; 
c. Permintaan itu harus sungguh–sungguh. 
Berdasarkan rumusan dan unsur–unsur Pasal 344 
KUHPidana di atas, bahwa perbuatan pembunuhan yang 
dilakukan atas permintaan si korban sendiri, pada permintaan 
mana harus dinyatakan dengan secara tegas dan nyata, jadi 
tidak cukup jika hanya adanya dengan persetujuan saja dari si 
korban. 
Adapun unsur–unsur permintaan yang sungguh–sungguh 
dari si korban itu adalah merupakan dasar yang dapat 
meringankan pidana bagi si pelaku pembunuhan tersebut. 
7. Bunuh diri  
Di dalam KUHPidana tidak ada satu pun pasal yang 
menyebutkan tentang larangan atau ancaman hukuman 
terhadap orang yang melakukan bunuh diri karena inisiatif atau 
keinginan sendiri. 
Hal tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 345 
KUHPidana , yang berbunyi bahwa : 
a. Membujuk atau menganjurkan atau menggerakkan orang 
lain untuk melakukan bunuh diri ; 
b. Membantu atau menolong orang lain untuk bunuh diri ; 
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c. Memberikan atau menyediakan alat ikhtiar atau daya 
upaya atau alat–alat kepada orang lain untuk melakukan 
bunuh diri. 
 
Adapun kelebihan dari Pasal 345 KUHPidana ini, yaitu orang 
yang membujuk, menolong, atau memberi ikhtiar, agar supaya 
orang melakukan bunuh diri tidak dihukum jikalau orang yang 
dibujuk itu tidak jadi meninggal dunia. 
8. Pembunuhan ( menggugurkan ) anak dalam kandungan 
Delik pembunuhan (menggugurkan ) anak yang berada 
dalam kandungan yang biasa disebut abortus, yang 
sebagaimana di atur dalam 4 (empat) Pasal di dalam 
KUHPidana, yaitu dari Pasal 347 sampai dengan Pasal 349 
KUHPidana. 
Dalam Pasal 346 KUHPidana tersebut terdapat dau garis 
besar jenis delik yaitu : 
a. Perempuan atau ibu sendiri menyebabkan gugur atau 
mati kandungannya. Menyebabkan terletaknya dalam 
perbuatan orang perempuan terhadap badannya sendiri; 
b. Perempuan atau ibu menyuruh orang lain menyebabkan 
gugur atau mati kandungannya. Ia membiarkan bahwa 
orang lain menyebabkan kandungan perempuan itu gugur 
atau mati, baik atas kemauan sendiri maupun atas 
permintaan perempuan itu sendiri.  
 
Jadi,  baik si ibu itu sendiri yang menyebabkan gugur atau 
mati kandungannya maupun dengan bantuan orang lain untuk 
menggugurkan kandungannya, dapat dipidana menurut Pasal 
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346 KUHPidana yaitu selama–lamanya empat tahun.  Hal ini, 
sesuai dengan dikemukakan oleh Sugandhi ( 1981 : 363 ) 
sebagai berikut: “wanita yang dengan  sengaja menyebabkan 
gugur atau mati kandunganya, atau menyuruh orang lain 
menyebabkan itu, dipidana dengan penjara selama–lamanya 
empat tahun.’’ 
Jika seorang menyebabkan mati atau gugurnya janin yang 
dikandung oleh seorang wanita tanpa permintaan wanita 
tersebut, orang tersebut tidak dapat dipidana menurut Pasal 346 
KUHPidana, tetapi sesuai dengan Pasal 347 KUHPidana, yang 
berbunyi : 
1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau 
mati kandungan seorang wanita tidak dengan izin wanita 
itu, dipidana dengan pidana penjara selama–lamanya dua 
belas tahun. 
2) Jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, ia dipidana 
dengan pidana penjara selama–lamanya lima belas tahun. 
 
Sebaliknya, apabila perbuatan tersebut atas permintaan si 
wanita itu sendiri yang menyebabkan matinya wanita itu, maka 
yang dapat diterapkan oleh hukum ialah Pasal 348 KUHPidana 
atau Pasal 349 KUHPidana, yaitu tergantung dari kenyataan 
apakah merupakan orang yang secara limitative telah 
disebutkan dalam Pasal 349 KUHPidana (dokter, bidan atau 
peramu obat–obatan) atau tidak. 
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Pasal 348 KUHPidana, berbunyi : 
1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur 
atau mati kandungan seorang wanita dengan izin 
wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama– 
lamanya lima tahun enam bulan. 
2) Jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, ia 
dipidana dengan pidana penjara selama–lamanya 
tujuh tahun. 
 
Pasal 349 KUHPidana, berbunyi : 
Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu 
kejahatan  tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah 
melakukan atau membantu salah satu kejahatan 
diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana 
yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah 
sepertiganya dan dapat dicabut haknya melakukan 
pekerjaannya yang dipergunakan untuk menjalankan 
kejahatan itu. 
 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, lalu dibandingkan antara 
perbuatan penguguran kandungan (abortus) dengan perbuatan 
pembunuhan anak (kinderdoodslag), maka nampaklah adanya 
persamaan dan perbedaan. Menurut Moeljatno (1987:117). 
Persamaanya, adalah dimana kedua kejahatan tersebut 
tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa orang, yaitu baik 
perbuatan pengguguran kandungan maupun perbuatan 
pembunuhan anak, jadi dalam hal ini kandungan (vrucht) atau 
bayi (kind) yang hidup lalu dibunuh. Sedangkan perbedaannya, 
adalah perbuatan pembunuhan anak harus ada bayi yang harus 
dilahir dan hidup kemudian di bunuh, tetapi dimana dalam 
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pengguguran kandungan harus ada janin yang belum cukup 
waktunya untuk keluar dari kandungan, dan bukan bayi yang 
sudah menjadi mayat. Dengan kata lain, bahwa bayi itu masih 
ada dalam kandungan si ibu di keluarkan walaupun belum 
waktunya. 
Adapun perbuatan yang berkenaan dengan pengguguran 
kandungan yang tidak dapat dihukum, menurut Sugandhi (1980 : 
364) adalah : 
a. Menggugurkan kandungan yang sudah mati; 
b. Seorang dokter yang menggugurkan atau membunuh 
kandungan untuk menolong jiwa perempuan itu atau 
karena alasan medis yang sangat mendesak; 
c. Orang yang membatasi kelahiran anak, sehingga 
mencegah terjadinya kehamilan, terutama dalam rangka 
program keluarga berencana. 
 
D. Hal–hal Yang Dipertimbangankan Hakim Dalam Memutuskan 
Perkara  
1. Pertimbangan Yuridis 
a. Dasar–dasar Yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana  
 Undang–undang membedakan antara dasar–dasar pemberatan 
pidana umum dan dasar–dasar pemberatan pidana khusus. Dasar 
pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang 
berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana 
yang diatur dalam KUHPidana maupun tindak pidana yang diatur di 
luar KUHPidana. Dasar pemberatan pidana khusus adalah 
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dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak 
berlaku pada tindak pidana yang lain (Adami Chazawi, 2002 : 73). 
1. Dasar pemberatan  pidana umum : 
a. Dasar pemberatan karena jabatan 
 Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 
KUHPidana yang rumusan lengkapnya adalah : “Jikalau 
seorang pegawai negeri melanggar salah satu kewajiban 
dalam jabatannya oleh karena melakukan tindak pidana, atau 
dalam menjalankan perbuatan itu ia memakai kekuasaannya 
atau dalam kesempatan atau ikhtiar yang diperolehnya dari 
jabatannya, maka dapatlah pidana ditambah sepertiganya”. 
b. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan. 
 Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan 
sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52a 
KUHPidana yang berbunyi : “Bilamana pada waktu melakukan 
kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik 
Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah 
dengan sepertiga”. 
c. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan ( Recidive) 
 Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 
KUHPidana, pemberatan pidana adalah dapat ditambah 
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sepertiga dari ancaman maksimun pidana ( penjara menurut 
Pasal 486 dan Pasal 487, dan semua jenis pidana menurut 
Pasal 488 KUHPidana) yang diancamkan pada kejahatan 
yang bersangkutan. Sedangkan pada recidive yang ditentukan 
lainnya di luar kelompok tindak pidana yang termasuk dan 
disebut dalam ketiga pasal ini adalah juga yang diperberat 
dan ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimun, 
tetapi banyak yang tidak menyebut “dapat ditambah dengan 
sepertiga, melainkan diperberat dengan menambah lamanya 
saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu 
kurungan ( Pasal 492 ayat 2  KUHPidana), atau mengubah 
jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan ( Pasal 
495 ayat 2 dan Pasal 501 ayat 2 KUHPidana). 
  Adapun dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini 
terletak pada tiga faktor, yaitu : 
1) Lebih dari satu kali melakukan tindak pidana. 
2) Telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh 
Negara karena tindak pidana yang pertama. 
3) Pidana itu telah dijalankannya pada yang 
bersangkutan. 
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2. Dasar pemberatan pidana khusus 
Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan 
pidana khusus ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui 
atau di atas ancaman maksimu pada tindak pidana yang 
bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicantumkan di dalam 
tindak pidana tertentu. Disebut dasar pemberatan khusus karena 
hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya 
alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak 
pidana lain. 
Bentuk–bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam 
jenis/kualifikasi tindak pidana pembunuhan yang dirumuskan 
dalam  Pasal 339, dan Pasal 340 KUHPidana.  
Kejahatan bentuk pokok ini dapat di perberat oleh atau 
dengan berbagai unsur–unsur pemberat khusus, ialah : 
1) Yang tunggal : dengan rencana lebih dulu ( berencana ) 
dari Pasal 340 KUHPidana. 
2) Pada Pasal 339 KUHPidana, terdapat unsur pemberat 
khusus yang bersifat jamak/kumulatif, yaitu: 
- Diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana 
lain (alternatif ) ; 
- Dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pelaksanaannya, atau dalam hal 
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tertangkap tangan untuk melepaskan diri sendiri 
maupun peserta lainnya dari pidana, atau 
memastikan penguasaan benda yang diperolehnya 
secara melawan hukum. 
Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana Sama 
dengan dasar–dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana, 
dasar–dasar yang menyebabkan diperingannya pidana juga 
terbagai atas dua, yaitu : dasar–dasar diperingannya pidana 
umum dan dasar–dasar dipidananya pidana khusus. Dasar 
umum berlaku pada tindak pidana umumnya, dan dasar khusus 
hanya berlaku pada tindak pidana khusus tertentu saja. 
1. Dasar–dasar yang menyebabkan diperingannya pidana umum : 
 Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan. 
Percobaan dan pembantuan diatur dalam pasal 53 ayat (2) 
dan pasal 57 ayat (1) KUHPidana. Pidana maksimun terhadap si 
pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimun pada 
kejahatan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena 
percobaan dan pembantuan adalah suatu ketentuan/aturan 
umum ( yang dibentuk oleh pembentuk undang–undang ) 
mengenai penjatuhan pidana terhadap pembuat yang gagal dan 
orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan, yang 
artinya orang yang mencoba itu atau orang yang membantu        
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(pelaku pembantu) tidak mewujudkan suatu tindak pidana 
tertentu, hanya mengambil sebagaian syarat dari sekian syarat 
suatu tindak pidana tertentu. 
2. Dasar–dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus : 
Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan 
dasar peringanan tertentu, yang hanya berlaku khusus terhadap 
tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum 
untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringanan pidana 
khusus tersebar di dalam pasal–pasal KUHPidana, contohnya 
pada pembunuhan Pasal 341 KUHPidana ialah pembuatnya 
adalah seorang ibu, dan objeknya adalah bayinya sendiri.                         
Hakim yang menangani perkara pidana ini harus 
bertanggung jawab dan  adil dalam memutuskan suatu perkara. 
Hakim harus benar–benar  teliti dan mengetahui segala latar 
belakang seorang terdakwa sebelum sidang dilakukan. Dalam 
mengambil putusan, hakim harus dengan rasa tanggung jawab 
sepenuhnya sebagai seorang hakim yang jujur, tidak berpihak, 
ingat pada sumpah jabatan, ingat pula akan kedudukannya yang 
bebas dari kekuasaan pelaksanaan, cermat dan teliti sebagai 
seorang hakim yang baik.selain itu keputusan hakim itu haruslah 
beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja 
terhadap yang berkepentingan langsung,  yaitu penuntut-penutut 
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umum dan si terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat 
umumnya. 
2. Alasan Sosiologis 
 Pasal 51 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 2013, 
menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan : 
1) Kesalahan terdakwa. 
2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana. 
3) Cara melakukan tindak pidana. 
4) Sikap batin membuat tindak pidana. 
5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku. 
6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak 
pidana. 
7) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku. 
8) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak 
pidana. 
9) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku. 
10)  Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap 
korban atau keluarga korban. 
11) Tindak pidana dilakukan dengan berencana. 
 Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah–kaidah, asas– 
asas dan keyakinan yang kukuh yang berlaku di dalam masyarakat, 
karena itu pengetahuan tentang sosiologi, psikologi perlu dimiliki oleh 
hakim. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini Pengadilan Negeri Watampone dipilih sebagai 
lokasi penelitian. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan bahwa pada 
Pengadilan Negeri Watampone cukup tersedia data sekunder seperti, 
putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan pengadilan, berita acara 
pemeriksaan kepolisian, surat dakwaan requisitoir. Kesemuannya ini 
sangat diperlukan sebagai bahan analisis dalam menyelesaikan hasil 
penelitian. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah Data Primer yang 
diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara 
langsung kepada narasumber serta Data Sekunder, yaitu data yang 
diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (Library 
Research) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, 
karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen 
yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam 
tulisan ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
1.  Metode Penelitian : 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui 
metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan metode 
Penelitian Lapangan (Field Research). 
a. Metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu 
penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah  data 
dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan 
masalah yang dibahas. 
b. Metode Penelitian Lapangan (Field Research), yakni penelitian 
yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam 
bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan 
permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data 
yang diperlukan. 
2. Metode Pengumpulan Data : 
a. Wawancara (interview), yakni penulis mengadakan tanya jawab 
dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang 
dibahas. 
b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati 
dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang 
terkait dalam hal ini di Kejaksaan Negeri Watampone dan  
Pengadilan Negeri Watampone. 
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D. Metode Analisis Data 
Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder 
pkemudian  akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk 
menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna 
memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian 
nantinya. 
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  BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam 
putusan No. 169/Pid.B/2012/PN.Watampone 
Pada sub bab ini penulis akan menguraikan dasar penerapan hukum 
dalam menangani kasus pembunuhan. Untuk memahami dasar 
penerapan hukum terhadap delik pembunuhan, penulis menganilisis 
putusan Pengadilan Negeri Watampone No.169/Pid.B/2012/PN.WTP 
dengan rumusan sebagai berikut. 
1. POSISI KASUS 
Bermula ketika terdakwa keluar rumah untuk memberikan makanan 
pada sapi miliknya, setelah memberikan makanan pada sapi miliknya 
terdakwa menuju ke depan mesjid dengan tujuna untuk nongkrong 
bersama dengan anak-anak muda kampung solo, sambil membawa 
sebilah parang yang sebelumnya telah digunakan untuk memotong 
rumput gajah saat memberikan makanan pada sapi miliknya, setelah tiba 
di pinggir jalan/TKP saat itu terdakwa tidak menemukan anak-anak muda 
yang biasa nongkrong di sana dan menurut perkiraan terdakwa anak 
muda yang biasa nongkrong di situ sudah pulang ke rumahnya masing-
masing ; 
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Selanjutnya karena keadaan sunyi maka terdakwa berdiri seorang diri 
di pinggir jalan raya tepatnya di lorong mesjid sa,bil merokok, sekitar tida 
menit kemudian terdakwa mendengar ada suara sepeda motor dengan 
kecepatan sedang dengan suara knalpot yang sangat keras karena 
digas-gas sedang melintas di jalan dari arah Dusun Tolangi menuju ke 
arah Dusun Padayya, karena ingin mengetahui siapa pengendaranya 
maka terdakwa berdiri di sisi kanan jalan depan lorong samping mesjid 
untuk menunggu sepeda motor tersebut. Dan beberapa saat kemudian 
terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor terebut, dimana pengendara 
sepeda motor Yamaha Scorpio yang dikendarai oleh Ancu Bin Nasir 
berboncengan dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal ; 
Kemudian korban Jumadi Bin Narong langsung berteriak kepada 
terdakwa dengan berkata “ inimi orangnya, tunggu saya disitu” namun 
terdakwa tidak menjawab sehingga korban Jumadi Bin Narong berteman 
terus berlalu hingga jarak 100 meter sebelum mereka berbalik arah 
menuju ketempat terdakwa berdiri/TKP dengan sepeda motor beriringan 
dengan posisi motor korban Jumadi Bin Narong berada di depan diikuti 
sepeda motor Ancu Bin Nasir dengan 2-3 meter, setelah sepeda motor 
korban Jumadi Bin Narong langsung berusaha menabrak terdakwa 
sambil mengarahkan sebilah badik pada tubuh terdakwa akan tetapi 
terdakwa menghindar dengan melangkah mundur. Selanjutnya pada saat 
besamaaan sepeda motor korban berhanti dan terjatuh sehingga 
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menyebabkan korban ikut terjatuh dalam posisi berjongkok menghadap 
serong ke arah timur karena kakinya tertindih sepeda motor, kemudian 
terdakwa langsung maju untuk menyerang dengan cara menebaskan 
parang pada bagian lengan kiri korban dan pada saat korban sudah 
berdiri terdakwa kembali menyerang secara membabi buta dengan cara 
menebaskan parang ke arah tubuh korban sehingga menyebabkan 
korban berusaha menghindar sambil berjalan mundur ke sisi kanan jalan 
sampai akhirnya korban kemudian terjatuh. Setelah korban terjatuh disaat 
yang bersamaan terdakwa melihat saksi korban Ancu Bin Nasir lewat di 
sebelah kanan korban yang hendak membantu menebaskan parang 
yang mengenai pada bagian bahu kiri saksi korban. Setelah saksi korban 
terkena tebasan parang saksi korban langsung melompat turun dari 
motornya dan langsung kabur melarikan diri. Kemudian terdakwa 
mendekat ke tempat korban dan melihat korban sudah dalam posisi 
terlentang sambil memegang badiknya yang diacung-acungkan di atas 
kepalanya, karena melihat korban masih hidup maka terdakwa langsung 
kembali menyerangnya secara membabi buta dengan cara menusuk dan 
menebaskan parang pada beberapa bagian tubuh korban yang mengenai 
dada sebelah kanan secara berulang kali sampai korban sudah tidak 
dapat bergerak ; 
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Akibat perbuatan terdakwa korban mrngalami luka robek pada sebelah 
kanan, luka robek pada perut bagian atas, luka robek pada pelipis kiri, 
luka robek pada pundak kiri, luka robek pada punggung sebelah kiri, luka 
robek pada pinggang bagian kiri, luka robek pada ketiak bagian kiri, luka 
robek pada bahu sebelah kiri, luka robek pada bokong kiri, sesuai 
dengan visum Et Revertum No. 004/PKM=LAPRI/II/2012 tanggal 15 
Februari 2012 yang ditanda tangani Dr. H. Jalal Baddu Nip. 19630503 
199010 1 002 ; 
Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP ; 
3. Dakwaan 
Bahwa terdakwa A. BASO BIN A. BARANG, pada hari Jumat tanggal 
03 Februari 20012 sekitar tahun 2012, bertempat diKampung Solo Dusun 
Paddaya Desa Wae Kecce’e Kec. Lappariaja kab. Bone atau setidaka-
tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan sengaja dan dengan 
direncanakan lebih dahulu menghilangakan jiwa orang lain, yang 
dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : 
Bermula ketika terdakwa keluar rumah untuk memberikan makanan 
pada sapi miliknya, setelah memberikan makanan pada sapi miliknya 
terdakwa menuju ke depan mesjid dengan tujuna untuk nongkrong 
bersama dengan anak-anak muda kampung solo, sambil membawa 
sebilah parang yang sebelumnya telah digunakan untuk memotong 
rumput gajah saat memberikan makanan pada sapi miliknya, setelah tiba 
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di pinggir jalan/TKP saat itu terdakwa tidak menemukan anak-anak muda 
yang biasa nongkrong di sana dan menurut perkiraan terdakwa anak 
muda yang biasa nongkrong di situ sudah pulang ke rumahnya masing-
masing ; 
Selanjutnya karena keadaan sunyi maka terdakwa berdiri seorang diri 
di pinggir jalan raya tepatnya di lorong mesjid sa,bil merokok, sekitar tida 
menit kemudian terdakwa mendengar ada suara sepeda motor dengan 
kecepatan sedang dengan suara knalpot yang sangat keras karena 
digas-gas sedang melintas di jalan dari arah Dusun Tolangi menuju ke 
arah Dusun Padayya, karena ingin mengetahui siapa pengendaranya 
maka terdakwa berdiri di sisi kanan jalan depan lorong samping mesjid 
untuk menunggu sepeda motor tersebut. Dan beberapa saat kemudian 
terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor terebut, dimana pengendara 
sepeda motor Yamaha Scorpio yang dikendarai oleh Ancu Bin Nasir 
berboncengan dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal ; 
Kemudian korban Jumadi Bin Narong langsung berteriak kepada 
terdakwa dengan berkata “ inimi orangnya, tunggu saya disitu” namun 
terdakwa tidak menjawab sehingga korban Jumadi Bin Narong berteman 
terus berlalu hingga jarak 100 meter sebelum mereka berbalik arah 
menuju ketempat terdakwa berdiri/TKP dengan sepeda motor beriringan 
dengan posisi motor korban Jumadi Bin Narong berada di depan diikuti 
sepeda motor Ancu Bin Nasir dengan 2-3 meter, setelah sepeda motor 
korban Jumadi Bin Narong langsung berusaha menabrak terdakwa 
sambil mengarahkan sebilah badik pada tubuh terdakwa akan tetapi 
terdakwa menghindar dengan melangkah mundur. Selanjutnya pada saat 
besamaaan sepeda motor korban berhanti dan terjatuh sehingga 
menyebabkan korban ikut terjatuh dalam posisi berjongkok menghadap 
serong ke arah timur karena kakinya tertindih sepeda motor, kemudian 
terdakwa langsung maju untuk menyerang dengan cara menebaskan 
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parang pada bagian lengan kiri korban dan pada saat korban sudah 
berdiri terdakwa kembali menyerang secara membabi buta dengan cara 
menebaskan parang ke arah tubuh korban sehingga menyebabkan 
korban berusaha menghindar sambil berjalan mundur ke sisi kanan jalan 
sampai akhirnya korban kemudian terjatuh. Setelah korban terjatuh disaat 
yang bersamaan terdakwa melihat saksi korban Ancu Bin Nasir lewat di 
sebelah kanan korban yang hendak membantu menebaskan parang 
yang mengenai pada bagian bahu kiri saksi korban. Setelah saksi korban 
terkena tebasan parang saksi korban langsung melompat turun dari 
motornya dan langsung kabur melarikan diri. Kemudian terdakwa 
mendekat ke tempat korban dan melihat korban sudah dalam posisi 
terlentang sambil memegang badiknya yang diacung-acungkan di atas 
kepalanya, karena melihat korban masih hidup maka terdakwa langsung 
kembali menyerangnya secara membabi buta dengan cara menusuk dan 
menebaskan parang pada beberapa bagian tubuh korban yang mengenai 
dada sebelah kanan secara berulang kali sampai korban sudah tidak 
dapat bergerak ; 
Akibat perbuatan terdakwa korban mrngalami luka robek pada sebelah 
kanan, luka robek pada perut bagian atas, luka robek pada pelipis kiri, 
luka robek pada pundak kiri, luka robek pada punggung sebelah kiri, luka 
robek pada pinggang bagian kiri, luka robek pada ketiak bagian kiri, luka 
robek pada bahu sebelah kiri, luka robek pada bokong kiri, sesuai 
dengan visum Et Revertum No. 004/PKM=LAPRI/II/2012 tanggal 15 
Februari 2012 yang ditanda tangani Dr. H. Jalal Baddu Nip. 19630503 
199010 1 002 ; 
Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP ; 
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4. SUPSIDAIR 
  Bahwa terdakwa A. BASO BIN A. BARANG, pada hari Jumat 
tanggal 03 Februari 20012 sekitar tahun 2012, bertempat diKampung 
Solo Dusun Paddaya Desa Wae Kecce’e Kec. Lappariaja kab. Bone atau 
setidaka-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan sengaja 
dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangakan jiwa orang lain, 
yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : 
Bermula ketika terdakwa keluar rumah untuk memberikan makanan 
pada sapi miliknya, setelah memberikan makanan pada sapi miliknya 
terdakwa menuju ke depan mesjid dengan tujuna untuk nongkrong 
bersama dengan anak-anak muda kampung solo, sambil membawa 
sebilah parang yang sebelumnya telah digunakan untuk memotong 
rumput gajah saat memberikan makanan pada sapi miliknya, setelah tiba 
di pinggir jalan/TKP saat itu terdakwa tidak menemukan anak-anak muda 
yang biasa nongkrong di sana dan menurut perkiraan terdakwa anak 
muda yang biasa nongkrong di situ sudah pulang ke rumahnya masing-
masing ; 
Selanjutnya karena keadaan sunyi maka terdakwa berdiri seorang diri 
di pinggir jalan raya tepatnya di lorong mesjid sa,bil merokok, sekitar tida 
menit kemudian terdakwa mendengar ada suara sepeda motor dengan 
kecepatan sedang dengan suara knalpot yang sangat keras karena 
digas-gas sedang melintas di jalan dari arah Dusun Tolangi menuju ke 
arah Dusun Padayya, karena ingin mengetahui siapa pengendaranya 
maka terdakwa berdiri di sisi kanan jalan depan lorong samping mesjid 
untuk menunggu sepeda motor tersebut. Dan beberapa saat kemudian 
terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor terebut, dimana pengendara 
sepeda motor Yamaha Scorpio yang dikendarai oleh Ancu Bin Nasir 
berboncengan dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal ; 
Kemudian korban Jumadi Bin Narong langsung berteriak kepada 
terdakwa dengan berkata “ inimi orangnya, tunggu saya disitu” namun 
terdakwa tidak menjawab sehingga korban Jumadi Bin Narong berteman 
terus berlalu hingga jarak 100 meter sebelum mereka berbalik arah 
menuju ketempat terdakwa berdiri/TKP dengan sepeda motor beriringan 
dengan posisi motor korban Jumadi Bin Narong berada di depan diikuti 
sepeda motor Ancu Bin Nasir dengan 2-3 meter, setelah sepeda motor 
korban Jumadi Bin Narong langsung berusaha menabrak terdakwa 
sambil mengarahkan sebilah badik pada tubuh terdakwa akan tetapi 
terdakwa menghindar dengan melangkah mundur. Selanjutnya pada saat 
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besamaaan sepeda motor korban berhanti dan terjatuh sehingga 
menyebabkan korban ikut terjatuh dalam posisi berjongkok menghadap 
serong ke arah timur karena kakinya tertindih sepeda motor, kemudian 
terdakwa langsung maju untuk menyerang dengan cara menebaskan 
parang pada bagian lengan kiri korban dan pada saat korban sudah 
berdiri terdakwa kembali menyerang secara membabi buta dengan cara 
menebaskan parang ke arah tubuh korban sehingga menyebabkan 
korban berusaha menghindar sambil berjalan mundur ke sisi kanan jalan 
sampai akhirnya korban kemudian terjatuh. Setelah korban terjatuh disaat 
yang bersamaan terdakwa melihat saksi korban Ancu Bin Nasir lewat di 
sebelah kanan korban yang hendak membantu menebaskan parang 
yang mengenai pada bagian bahu kiri saksi korban. Setelah saksi korban 
terkena tebasan parang saksi korban langsung melompat turun dari 
motornya dan langsung kabur melarikan diri. Kemudian terdakwa 
mendekat ke tempat korban dan melihat korban sudah dalam posisi 
terlentang sambil memegang badiknya yang diacung-acungkan di atas 
kepalanya, karena melihat korban masih hidup maka terdakwa langsung 
kembali menyerangnya secara membabi buta dengan cara menusuk dan 
menebaskan parang pada beberapa bagian tubuh korban yang mengenai 
dada sebelah kanan secara berulang kali sampai korban sudah tidak 
dapat bergerak ; 
Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada 
sebelah kanan, luka robek pada perut bagian atas, luka robek pada 
pelipis kiri, luka robek pada pundak kiri, luka robek pada punggung 
sebelah kiri, luka robek pada pinggang bagian kiri, luka robek pada ketiak 
bagian kiri, luka robek pada bahu sebelah kiri, luka robek pada bokong 
kiri, sesuai dengan visum Et Revertum No. 004/PKM=LAPRI/II/2012 
tanggal 15 Februari 2012 yang ditanda tangani Dr. H. Jalal Baddu Nip. 
19630503 199010 1 002 ; 
Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP ; 
 
3.TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM 
Berdasarkan dari fakta-fakta yang ada di persidangan, maka Jaksa 
Penuntut Umum dalam perkara ini ; 
1. Menyantakan terdakwa A .Baso Bin A. BARANG tidak terbukti 
melakukan tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebi dahulu 
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merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana 
pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair; 
2. Menyantakan terdakwa A .Baso Bin A. BARANG terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana dengan  sengaja dengan merampas nyawa 
orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP 
sebagaimana dalam dakwaan Supsidair 
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 
selama 11 ( seblas tahun ) dikurangi selama terdakwa berada dalam 
tahanan sementara ; 
4. Menyatakan barang bukti berupa : 
 1 (satu) bilah parang dan warangkanya ; 
 1 (satu) lembar celana jeans merk Levis 505 warna biru ; 
 1 (satu) bilah badik dan warangkanya 
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ; 
 1 (satu) lembar celana jeans Hugo Sport warna hitam ; 
 1 (satu) buah lembar baju kaos kain/kemeja coklat bermotif garis-
garis warna hitam ; 
 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik korban Jumadi 
Bin Narong ; 
 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio No. Pol. DD 6594 
GD hijau muda ; 
 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No. Pol. DD 4424 WG 
warna biru ; 
 1 (satu) buah sandal jepit merk Swallow sebelah kiri berwarna 
merah putih tanpa pasangan ; 
 1 (satu) buah sandal jepit merk Swallow sebelah kanan berwarna 
merah putih tanpa pasangan ; 
Masing-masing dikembailkan kepada yang berhak ; 
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,- Dua ribu rupiah. 
Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 04 Juli 2012 rapat 
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone oleh 
kami A.F.S. DEWANTORO. SH., MH selsku Hakim Ketua Majelis, 
Bintang AL, SH., MH dan ADIL KASIM. SH. MH masing-masing selaku 
Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga di muka 
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis 
tersebut dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota, dan dibantu 
oleh H. TASRIK, SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh IMRAN 
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MISBACH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 
Watampone, dan dihadiri oleh terdakwa 
. 
1. Analisis Penulis. 
Surat dakwaan merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk 
menyusun sebuah surat tuntutan dan merupakan dasar bagi hakim untuk 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena 
itu, dalam membuat surat dakwaan, Penuntut umum dituntut untuk 
mengaplikasikan ilmunya sebagai sarjana hukum dalam pembuatan surat 
dakwaan tersebut, bukan saja keahlian di bidang hukum pidana formil 
tapi juga mengenai hukum pidana materiil seperti unsur-unsur dari 
perbuatan yang akan didakwakan apakah telah terpenuhi atau tidak. 
Dalam membuat surat dakwaan ada beberapa syarat yang harus 
terpenuhi agar suatu dakwaan dianggap sah. Syarat tersebut terdapat 
dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut: 
Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan 
ditandatangani serta berisi : 
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
tersangka; 
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana 
yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak 
pidana itu dilakukan. 
65 
 
Antara point a dan b tersebut di atas, syarat yang terpenting yang 
harus mendapatkan perhatian lebih dari penuntut umum adalah syarat 
yang ada di point b karena apabila syarat yang ada di point tersebut tidak 
terpenuhi, maka dakwaan akan batal demi hukum atau Van Rechtswege 
nieting. 
Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, menurut Penulis bahwa surat 
dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan 
apa yang diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang dalam hal ini 
selain memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) poin a, poin b juga 
terpenuhi, dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menguraikan 
secara jelas mengenai kronologis dari kejadian itu sendiri serta 
penyebutan waktu dan tempat kejadian perkara. 
Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, 
jaksa menggunakan dakwaan kombinasi antara dakwaan kumulatif dan 
dakwaan subsidair, yaitu pertama primair Pasal 340 KUHP, subsidair 
Pasal 338 Kemudian, dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum 
berpendapat bahwa unsur pasal yang terpenuhi dalam dakwaannya 
tersebut adalah dakwaan ke Dua supsidair yaitu Pasal 338 KUHP dengan 
pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa saling mencocoki dengan 
rumusan Pasal 338 KUHP. 
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Unsur-unsur tersebut di atas adalah : 
- Barangsiapa; 
- Dengan sengaja; 
- Menghilangkan nyawa orang lain. 
Menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur barangsiapa sudah 
jelas yakni terdakwa A. BASO BIN A. BARANG pada saat melakukan 
perbuatanya dia dalam keadaan cakap dan sehat jasmani dan rohani, 
sehingga dapat dipertanggungjawabkan.  
 Sementara, unsur dengan sengajapun dianggap terbukti dengan 
pertimbangan dan fakta-fakta di persidangan, perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa mempunyai maksud tertentu yaitu 
menghendaki dan mengetahui matinya seseorang dengan 
perbuatannya tersebut. Berdasarkan keterangan terdakwa yang 
diperoleh Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan bahwa 
terdakwa telah Untuk unsur menghilangkan nyawa orang lain yang 
telah terpenuhi, menurut Jaksa Penuntut Umum dengan perbuatan 
yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban meninggal 
Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada 
sebelah kanan, luka robek pada perut bagian atas, luka robek pada 
pelipis kiri, luka robek pada pundak kiri, luka robek pada punggung 
sebelah kiri, luka robek pada pinggang bagian kiri, luka robek pada 
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ketiak bagian kiri, luka robek pada bahu sebelah kiri, luka robek 
pada bokong kiri, sesuai dengan visum Et Revertum No. 
004/PKM=LAPRI/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditanda 
tangani Dr. H. Jalal Baddu Nip. 19630503 199010 1 002 ; 
Dalam kasus yang diteliti Penulis, Jaksa Penuntut Umum tidak 
melihat adanya unsur dari alasan pembenar dan alasan pemaaf, jaksa 
hanya melihat adanya hal-hal yang akan memberatkan dan hal-hal yang 
akan meringankan terdakwa. 
Hal yang memberatkan menurut jaksa tersebut adalah : 
1. Sifat dari perbuatan terdakwa sendiri; 
2. Terdakwa melakukan perbuatan pidana pembunuhan dengan 
menggunakan Parang yang tidak mempunyai izin dari yang 
berwajib. 
Sementara, untuk hal-hal yang meringankan adalah : 
1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui 
terus terang atas perbuatan yang dilakukan; 
2. Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali 
perbuatannya; 
3. Terdakwa masih muda yang dapat diharapkan untuk 
memperbaiki kelakuannya dikemudian hari; 
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4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga  . 
Di atas dikemukakan bahwa salah satu hal yang memberatkan 
menurut Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa terdakwa melakukan 
pembunuhan dengan menggunakan sebilah Parang yang tidak 
mempunyai izin dari yang berwajib izin apabila ingin memiliki alat tersebut 
karena berdasarkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata 
Tajam, pisau dapur yang tidak dipergunakan untuk menusuk/menikam 
orang lain, tidak dapat dikategorikan sebagai senjata tajam. 
Dalam UU  No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme, juga dijelaskan mengenai senjata tajam dan 
didalamnya juga terdapat pengecualian tentang apa yang dimaksud 
dengan senjata tajam. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2003 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa 
senjata penikam dan/atau senjata penusuk tidak termasuk di dalamnya: 
- Yang dipergunakan guna pertanian; 
- Untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga; 
- Untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; atau 
- Yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang 
pusaka, barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). 
Jadi pada dasarnya pisau dapur bukanlah merupakan kategori 
senjata tajam. 
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Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah Penulis uraikan di 
atas, maka Penulis berkesimpulan bahwa, penerapan hukum materiil 
dalam kasus putusan No.169 /Pid.B/2012/PN.WTP sudah  tepat dan 
sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. 
 
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 169 
Pid.B/2012/PN.WTP). 
1.  Pertimbangan Hakim.  
Menimbang bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak 
mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum tersebut, maka sidang perkara ini dilanjutkan dengan acara 
pembuktian; 
Menimbang, bahwa untuk memperkuat alat bukti tersebut di atas 
Jaksa Penuntut Umum telah mengahadapkan Barang bukti dalam 
persidangan yang terdiri dari : 
 1 (satu) bilah parang dan warangkanya milik tersangka A.BASO 
Bin A.BARANG ; 
 1 (satu) lembar celana jeans merk Levis 505 warna biru terdapat 
noda darah milik korban Jumadi Bin Narong ; 
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 1 (satu) bilah badik dan warangkanya terdapat noda darah milik 
korban Jumadi Bin Narong ; 
 1 (satu) lembar celana jeans Hugo Sport warna hitam terdapat 
noda darah milik korban Jumadi Bin Narong ; 
 1 (satu) buah tas baju kaos kain/kemeja coklat bermotif garis-garis 
warna hitam terdapat noda darah milik korban Jumadi Bin Narong ; 
 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik korban Jumadi Bin 
Narong ; 
 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No. Pol. DD 4424 WG 
warna biru milik korban Ancu Bin Nasir ; 
 1 (satu) buah sandal jepit merk Swallow sebelah kiri berwarna 
merah putih tanpa pasangan ; 
 1 (satu) buah sandal jepit merk Swallow sebelah kanan berwarna 
merah putih tanpa pasangan ; 
Barang-barang bukti mana telah disita dan diajukan di muka 
persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku, maka barang bukti tersebut dapat diterima guna memperkuat 
pembuktian dalam perkara ini ; 
Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan yaitu Pasal 
338 KUHP pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut  
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1. Unsur barang siapa ; 
2. Unsur dengan sengaja ; 
3. Unsur merampas nyawa orang lain ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas 
seluruh unsur dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, 
sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara 
sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Pidan ; 
Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti 
bersalah maka ia harus dijatuhi pidana, dan agar pidana yang dijatuhkan 
nanti dapat setimpal dengan perbuatannya maka sebelumnya akan 
dipertimbangkan hal-hal. Hal-hal yang memberatkan : 
 Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan JUMADI Bin NARONG 
meninggal dunia ; 
Hal-hal yang meringankan : 
 Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama 
persidangan ; 
 Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; 
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Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumah tahanan 
negara, maka sudah sepatutnya bila masa penahanan yang telah dijalani 
terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, 
dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; 
Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan tidak lagi 
diperlukan dalam pemeriksaan perkara maka sudah sepatutnya untuk 
diperintahkan dikembalikan kepada yang berhak ; 
Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah 
maka sudah sepatutnya pula bila Terdakwa dibebani untuk membayar 
biaya perkara  
Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan maka segala 
sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan telah 
dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dengan putusan ini  
Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang 
bersangkutan, khususnya pasal 38 KUHP pidana dan Undang-Undang 
No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ; 
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2. Amar Putusan 
MENGADILI 
1 Menyatakan Terdakwa A. BASO Bin A.BARANG, tidak terbukti secara 
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwah 
Primair ; 
2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ; 
3 Menyatakan Terdakwa A.BASO bin A.BARANG, terbukti secara sah 
dan menyakinkan besalah melakukan tindak pdana “Pembunuhan” ; 
4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 7 (tujuh) tahun ; 
5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
6 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
7 Menyatakan barang bukti berupa : 
 1 (satu) bilah parang dan warangkanya ; 
 1 (satu) lembar celana jeans merk Levis 505 warna biru ; 
 1 (satu) bilah badik dan warangkanya 
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ; 
 1 (satu) lembar celana jeans Hugo Sport warna hitam ; 
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 1 (satu) buah lembar baju kaos kain/kemeja coklat bermotif garis-
garis warna hitam ; 
 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik korban Jumadi Bin 
Narong ; 
 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio No. Pol. DD 6594 GD 
hijau muda ; 
 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No. Pol. DD 4424 WG 
warna biru ; 
 1 (satu) buah sandal jepit merk Swallow sebelah kiri berwarna 
merah putih tanpa pasangan ; 
 1 (satu) buah sandal jepit merk Swallow sebelah kanan berwarna 
merah putih tanpa pasangan ; 
Masing-masing dikembailkan kepada yang berhak ; 
8 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,- Dua ribu rupiah. 
Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 04 Juli 2012 rapat 
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone oleh 
kami A.F.S. DEWANTORO. SH., MH selsku Hakim Ketua Majelis, 
Bintang AL, SH., MH dan ADIL KASIM. SH. MH masing-masing selaku 
Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga di muka 
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis 
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tersebut dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota, dan dibantu 
oleh H. TASRIK, SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh IMRAN 
MISBACH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 
Watampone, dan dihadiri oleh terdakwa 
3.Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis) yang 
didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di 
dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang 
telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam 
upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus 
mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut 
umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan 
pasal-pasal perbuatan hukum pidana, dan pertimbangan nonyuridis yang 
terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan 
terdakwa, kondisi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah 
terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang 
memuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam 
menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim 
harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama 
proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, 
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pembelaan terdakwa, serat tuntutan jaksa maupun muatan psikokologis. 
Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat 
didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan 
profesionalisme. 
Berdasarkan hasil analisis penulis, maka berpendapat bahwa 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini telah 
sesuai dan tepat, serta telah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang 
tercantum di dalam Pasal 338 KUHPidana penganiayaan biasa, Pasal 
338KUHPidana tentang penganiayaan berat berencana serta Undang-
undang No.8 tahun 1981 tentang KUHPidana. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka Penulis 
berkesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum materiil terbukti  dalam putusan No. 
169/Pid.B/2012/PN.WTP. adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan Dakwaan Supsidair, yaitu dakwaan keDua ; Primair 
Pasal 340 KUHP, Subsidair Pasal 338  dan dakwaan kedua Pasal 2 
ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. diantara unsur-unsur 
Pasal yang didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang 
dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 338 
KUHP, karena antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling 
mencocoki.  
2.  Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam putusan 
No. 169/Pid.B./2012/PN.WTP menurut hemat Penulis sudah sesuai 
dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh 
Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangya dua 
alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat 
bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan 
terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang 
pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim 
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berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa 
terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang 
dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan 
perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku 
dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan 
cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan 
hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. 
B. Saran. 
1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat 
dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim 
untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, juga harus 
mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, 
bukan hanya hukum secara formiil, melainkan juga hukum secara 
materiil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang 
sesuai dengan unsur yang didakwakan. 
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti 
yang sah ditambha dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka 
untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, 
sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan 
hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.  
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